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ABSTRAK

: - Bahwa untuk meningkatkan investasi dengan skema investasi sosial pada Surat

Berharga Syariah Negara, perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 199/PMK.08/2012 dengan menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
199/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara
dengan Cara Bookbuilding di Pasar Perdana Dalam Negeri.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 19 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.70), TLN
No.4852), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No0.4916), Perpres 16
Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.33), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98),
Permenkeu 199/PMK.08/2012 (BN Tahun 2012 No.1257), Permenkeu
217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No0.1862) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Permenkeu 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pemesanan Pembelian SBSN di Pasar Perdana dalam negeri dengan cara Bookbuilding
dapat dilakukan secara langsung kepada Pemerintah melalui sistem elektronik yang
disediakan oleh Agen Penjual dan/atau secara tidak langsung kepada Pemerintah
melalui Agen Penjual.

SBSN dengan skema investasi sosial meliputi sukuk untuk investasi lembaga pengelola
dana wakaf, hibah, dan dana filantropi lain, dan sukuk untuk investasi lembaga
pengelola keuangan mikro, koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
Perusahaan Fintek hanya dapat melaksanakan penawaran dan/atau penjualan SBSN
dengan cara Bookbuilding dengan skema investasi sosial (socially responsible based
investment).

Penunjukan Agen Penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh
Direktur Jenderal dan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja. Penandatanganan
perjanjian kerja dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan direktur utama Agen
Penjual atau pejabat yang berwenang menandatangani perjanjian kerja sesuai
dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai
berlaku, seluruh frasa nomenklatur yang menyebut "Direktur Jenderal Pengelolaan
Utang" selanjutnya dibaca menjadi "Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan
Risiko”.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2020 dan diundangkan pada
tanggal 16 Juni 2020.



